
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembenrukan 
Kabupaten Sarolangtm, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan 
Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana 
telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupa,en Muaro Jambi dan Kabupa1en Tanjung Jabung Timur. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud huruf 
a, perlu Pcraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian 
Tambaban Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Llngkungan 
Pcmerintah Kabupaten Sarolangun. 

BUPATI SAROLANGUN, 
: a. babwa dalam rangl<a meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil 

clan Calon Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat perlu meningl<atkan kesejahteraan dalam 
bentuk pcmberian tambaban pcngbasilan yang prcporsicnal; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

• 

Menimb 
ang 

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEOAWAI NEOERJ SIPIL DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANOUN 

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

BUPATI SAROLANGUN 
PROVINS[ JAMB! 

' ,:;.-, > 
{~'" <,,-i ...... . .,. 
• -.~ 

(MIIJUT PERATIJl!.N 011ru1) 



Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah aclalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintah Oaerab adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Oaerah. 
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
4. Satuan Kerja Perangkal Daerah yang ,;c(anjutnya disingkat SKPD adalah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 
5. Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 

setanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSOM Kabupaten Sarolangun. 
6. Pegawai Ncgeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah 

Kabupaten Sarolangun. 
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah 

tambahan penghasilan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Pegawai yang 
besarnya didasarkan pada nilai capaian SKP. 

8. lndeks Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat ITPP adalah 
rasio kemampuan keuangan daerah dalam pengalokasian besaran tambahan 
penghasilan pegawai. 

9. Peni.laian Sasaran Kcrja Bulanan yang selanjutnya disingkat PSKB adalah 
jumlah penilaian sasaran kerja yang diberikan pejabat penilai yang dinyata.kan 
dalam angka dan sebutan. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

MEMU'l'USKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENOHASILAN PEGAWAl NECERI SIPIL 01 
LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATEN SAROLANGUN 

8. Peraturan Oacrah Kabupatcn Sarolangun Nomor 5 Tabun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Oacrah Kabupaten 
Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Oaerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 
10); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tabun 2011 tentang Penilaian 
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 tentang Oisiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4756); 
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(I) TPP diberikan kepada setiap PNS dengan memperhatikan : 
a. Nilai Capaian SKP bulanan; dan 
b. Disiplin Pegawai. 

Pasal 3 

Bagian Kesaru 
Pemberian TPP 

BAB ID 
KRITERlA PEMBERIAN TPP, BESARAN PENERlMMN TPP DAN PTPP 

( l) Pemberian TPP dimaksudkan dalam rangka memotivasi PNS dan CPNS 
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Llngkungan Pemerintah 
Daerab. 

(2) Ketentuan pemberian TPP digunakan sebagai panduan dalam menentukan 
besaran tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

13) Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan layak dan 
meningkatkan kinerja PNS dan CPNS di Llngkungan Pemerintah Daerah, 

BABD 
MAKSUD DAN TWUAN 

Pasal 2 

I 0. Pengurangan tambahan pengbasilan pegawai yang selanjutnya disingkat PTPP 
adalah sanksi bagi yang tidal< mentaati ketentuan jam kerja dan penilaian 
prestasi kerja. 

1 l. Prestasi Kerja adalah basil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan 
organisasi sesuai dengan sasaran kerja peg;,wai dan perilaku kerja. 

12. Sasaran Kerja Pegawai selanjumya disingkal SKP adalah rencana kerja dan 
target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan bak seseorang PNS dalam suatu satuan crganisasi. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalab APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. 

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
rungsi SKPD yang dipimpinnya. 

16. Cuti PNS yang selaniutnya disingkat Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja 
yang diizinkan dalam jangka waktu tenentu. 

17. Disiplin Pcgawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pcgawai Negeri Sipil untuk 
menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati 
atau dilanggar dijatuhi bukuman disiplin 

18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijaruhkan kepada PNS karena 
melanggar peraturan disiplin PNS. 

19. Daerah terpencil adalah daerah yang berada di pedalaman, kondisi daerah yang 
tidak memadai sebingga transponasi ke daerah tersebut sulit, angkutan umum 
jarang sekali, akses penduduk/masyarakat ke pasar jauh dan akses komunikasi 
ke dacrah tersebut terbatas. 

20. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis 
yang dilakukan oleh pcjabal penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan 
perilaku kerja PNS. 

21. Perhitungan tambahan pengbasilan adalah jumlah tambahan penghasilan yang 
diterima berdasarkan komulatif komponcn terlambat masuk kerja, pulang kerja 
sebelum jam pulang kerja, dan prestasi kerja PNS dalam waktu l (satu) bulan. 

(MINUT PERATIIRAN Ol!l'ATI) 



PNS yang mclaksanakan cuti diberikan TPP dengan ketentuan persentase 
sebagai berikut: 
a. Cuti tahunan, I 00% (seratus perscn) dari ITPP 
b. Cuti alasan peoting, 60% (enam puluh persen) dari ITPP; 
c. Cuti bersalio deogao ketentuan; 

l. Persalinan pertama dan kedua, 60% (enam puluh persen) dari ITPP 
2. Persalinan kctiga dan keempat, 40% (em pat pulub persen) dari ITPP. 

d. Cuti sakit dengan ketentuan: 
1. Mengalami kecelakaao dalam dan oleb karena menjalankan rugas 

kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan sampai ia sembuh 
dari penyakitnya, I 00% [serarus persen) dari ITPP. 

2. Sakit selama kurang dari 3 (tiga) bari, 100% (seratus persen) dari ITPP. 
3. Sakit selama 3 (tiga) sampai 14 (empat belas) hari, 75% (tujuh puluh 

lima peresen) dari ITPP. 
4. Sa.kit selama 15 (lima belas) hari sampai 22 (dua puluh dua) hari atau I 

(satu) bulan, 60% (enam puluh persen) dari ITPP atau; 

Pasal 5 

( I) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) pasa1 3 tidak diberikan kepada: 
a. PNS yang ditcmpatkan di RSUO Prof. Dr. HM Chatib Quzwain 

Kabupatcn Sarolangun. 
b. PNS yang menjabat sebagai guru dan telah memperoleh tunjangan 

profesi Pejabat Negara/Kepala Oesa/Anggota KPU/Anggota 
Banwaslu/Panwaslu, mcngambil masa persiapan pensiun, menerima 
uang runggu atau menjalani cuti di luar tanggungan Negara. 

c. Mendapat TPP atau sebutan lainnya dari APBN atau sumber 
pendapatan Iain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

d. Sedang menjalani tugas belajar. 
e, Menjala.n.i masa persiapan pensiun. 
f. Menjalankan cuti besar. 
g. Manjalani cuti diluar tanggungan Negara bagi PNS wanita karena 

pen!alinan atau lebih. 
h. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara karena alasan pribadi yang 

penting dan mendesak. 
i. Menjalani cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan. 
j. Pegawai yang dijatuhi hukuman Oisiplin tingkat berat berupa 

pemberhenuan, bail< dengan hormat maupun tidak dengan honnat 
sebagai PNS dan/atau mengajukan proses banding administratif kepada 
Sadan Pertimbangao Pegawai. 

k. Pegawai yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan ke instansi atau 
lembaga lain di luar lingkungan Pcmerintah Oaerah. 

I. PNS titipan dari instansi atau lembaga lain di luar Lingkungan 
Pemerintah Oaerah. 

m. Pegawai yang dikenakan tahanan semcntara olch pihak yang berwajib 
karena didakwa melalrukan tindak pidana. dan 

n. Pegawai yang scdang menjalani llukuman penjara. 

Pasal 4 

(2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (I) diberikan dalam bencuk uang yang 
dibayru:kan setiap bulan, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. 

(3) Bagi Pegawai yang berstarus Calon PNS dibenl<an TPP terhitung rnulai 
tanggal ditetapkan surat pemyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang 
berwenaog. 
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(1) PTPP dibitung bcrdasarkan jumlah pclanggaran jam kerja dan penilaian 
prestasi kerja setiap bulannya. 

(2) Pelanggaran jam kerja sebagaimana dimak.sud pada ayat (1) meliputi : 
a. Terlambat masuk kerja; 
b. Pulang kcrja scbelum waktunya; dan 
c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan. 

(31 Jam kerja sebagaimana dimak,;ud pa.da ayat (2) adalab sebagai berikut: 
a. Jam masuk kerja hari senin sampai dengan hari Jumat 07.15. Wib; 
b. Jam pulang kerja hari Senio sampai dengan hari Kamis jam 15.45. Wib 

dan jam pulang kerja hari Jumat 11.45. Wib. 
(4) Pcnilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasaJ 9 ayat (1) 

melipua: 
a. Disiplin dalam meojalankan tugas setiap hari kerja dan menyelesaikan 

tugas sesuai waktu yang ditentukan. 
b. Prestasi kerja berdasarkan kinerja pegawai dan perilaku kerja. 

Pasal 9 

Bagian Ketiga 
PTPP 

Hasil PTPP sebagairnana dimaksud dalam pasaJ 6 ayat (1) didapat bcrdasarkan 
perhitungan persentase PTPP. 

Pasal 8 

Hasil PSBK sebagaimana dimaksud dalam pa.sal 6 ayat (I) ditctapkan 
berdasarkan perhitungan sebagai berikut : 
a. Saik = 100% 
b. Cukup = 75% 
c. Buruk • 50% 
d. Sangat buruk = 25% 

PasaJ 7 

(I) TPP diberikan berdasarkan basil pcrkaJian ITPP dengan hasil persentase 
PSKB yang dikurangi dengan basil persentase PTPP. 

(2) Pcrhitungan pernberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan rumus sebagai berikut 
TPP = ITPP (%PSKB-%PTPPJ 

(3) !TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Supa.ti ini. 

Pasal 6 

Bagian Kedua 
Besaran Pcnerimaan TPP 

5. Sakit selama kura.ng I II. [saru serengah) bulan karena wanita yang 
mengalami gugur kandungan, 60% (enam puluh pcrsen) dari ITPP; 

6. Sakit selama Jebib dari I (satul sampai dengan 2 (dua) bulan, 40% 
(empat pulub pcrsen) dari ITPP; atau 

7. Sa.kit selama lebih dari 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) bulan, 200/o (dua 
pulub pcrsen) dari ITPP. 

( ff.1Nu r PERAJURt~ our ~111 



(I} PNS wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja yang dibukti.kan 
dengan daftar hadir. 

(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dilakukan 
sebanya)c 2 (dua) ka.li yaitu pads waktu masuk kerja dan pada waktu 
pulang kcrja. 

(3) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
scmentara secara manual sampai ada ketentuan lebih lanjut menggunakan 
daftar hadir elektronik. 

(4) Pengisian claJta.r hadir sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) direkapitulasi 
oleh bagian yang menangani admioistrasi kcpcgawaian pada SKPO. 

(5) Kepala SKPD menunjuk perugas pengisian daftar hadir dan 
pengadministra.sian TIP sesuai kebutuhan. 

Pasal 13 

(I) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) 
meliputi: 
a. Disiplin dalam menjalankan rugas sctiap hari kerja dan menyelesaikan 

tugas sesuai dengan waktu yang telah diteotukan. 
b. Prestasi kerja berdasarkan sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. 

(2) Format penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam lampiran Ill yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

( l l PTPP berdasarkao pclanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9 ayat (2) dinyatakan dalam bentuk % (persen) dan diltitung secara 
kumulatif dalam 1 (saru) bulan dengan kctentuan paling banyak sebesar 
100% [serarus persen). 

(2) PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 
ayat (2) huruf a dikenakan PTPP sebesar I% per hari. 

(3) PNS yang pulaog kerja sebeluro waktunya sebagaimana dimaksud pasal 9 
ayal (2) huruf b dikenakan PTPP sebcsar 2% per hari. 

(4) PNS yang tidak masuk kcrja tanpa kctcrangan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 9 ayat (2) huruf c ditetapkan PTPP sebesar 4% per hari. 

(5) PNS yang tidak masuk kerja dengan keterangan/izin dikenakan PTPP 
sebcsar 3% per hari. 

(6) l'onnat PTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (SI 
lercantum dalam Jampiran D yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini, 

Pasal I 1 

( !) Perhitungan jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan mengbitung jumlah waktu terlambat 
datang (TL), Pulang sebelum waktunya (!'SW), tidak masuk tanpa keterangan 
(TK} dan berlaku secara kumulatil. 

(2) Dalam ha! jumlah pelanggaran jam kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 
9 ayat (2) sebanyak 7,5 (tujub koma tima) jam per bulan dianggap sama 
deogao I (satu} hari tidak masuk kerja. 

(3) PNS yang melanggar ketentuan jam kerja yang memenuhi akumulasi 5 (lima) 
hari tidak masuk kerja atau lebih, dijaruhkan hukuman Disiplin sesuai 
dengan ketentuan peraturan peruodang-undangan yang mengatur tentang 
Oisiplin PNS. 

Pasal 10 
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(1) PNS yang dijatubi bu.kuman disiplin ringan, sedang dan berat dikenakan 
pengurangan berdasarkan keputusan TIM Pembina PNS. 

(2) TPP bagi PNS yang dijatuhi hu.kuman disiplin ringan, sedang atau berat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berlaku sejak penetapan keputusan 
penjatuhan hukuman disiplin, 

Pasal 16 

[I] PNS dioyatakan tidak melanggar ketenruan jam kerja sebagaimana 
cfunaksud pada ayat (II pasal 13 apabila yang bersangkutan dapai 
membuktikan dengan surat keterangan clan permohonan izin yang terdiri 
atas : 
a. Surat keterangan atasan langsung bagi PNS yang tidak berada di tempat 

tugas tanpa alasan yang sah; 
b. Surat permohonan izin; 
c. Surat keterangan penugasan; 
d. Surat izin keluar kantor pada jam kerja. 

(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib disampaikan kepada 
pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 5 (lima) hari kerja 
setelah tanggal tcrjadinya ketidak-hadiran, kctcrlambatan masuk kerja, 
pulang sebelum waktunya, dan/atau tidak berada di tempat tugas. 

(3) Surat sabagrumana dimaksud pada ayat (l) yang disampaikan lebih dari 5 
(lima) hari kerja dinyalakan tidak berlalru dan dianggap melanggar jam 
kcrja. 

(4) Format surat keterangan dan permohonan izin sebegaimana dimaksud 
pada ayat (l) huruf a, huruf b huruf c dan huruf d tcrcantum dalam 
lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 15 

Petugas Pengadministrasian TPP mempunyai tugas : 
a. Menerima rekapitulasi laporan kinerja pegawai, dengan membuat tanda 

terima penyerahan laporan sebagai dasar perbitungan instrumcn aspek 
prestasi kerja 

b. Mengambil data laporan kebadiran pegawru dari petugas pengisian daftar 
hadir sebagai bahan dasar perhitungan aspek perilaku kerja. 

c. Menyusun rekapitulasi perhitungan akhir capaian aspek perilaku kerja 
mingguan dan bulanan pegawai tingkat SKPD untuk diserahkan kepada 
kepala SKPD untuk diproses lebih lanjut. 

Pasal 14 

(6) Petugas pengisian daftar badir pada SKPD mernpunyai tugas: 
a. Menghimpun clan mengarsipkan seluruh jenis surat izin alau surat 

perintah tugas lainnya sebagai baban perbitungan capaian aspek 
perilaku kerja. 

b. Menyusun rekapitulasi basil daftar hadir sehingga diperoleh data jumlah 
pencapaian aspek perilaku kerja. 

c. Menghirung data kehadiran seluruh Pegawai secara final untuk 
kemudian disampaikan kepada petugas pengadministrasian TIP dan 

d. Mengkonfmnasikan Peg;,wai yang tidak mengisi daftar hadir dengan 
alasan kedinasan. 

(7) Rekapitulasi daftar badir bulanan masuk/ pulang kerja PNS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke bagian keuangan pengelola gaji 
rnasing-masing SKPD. 
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Pasal 20 

(l) Kebijakan pemberian TPP yang diarur dalam Pcraturan Bupati ini 
dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemaropuan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ a tau ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: 
a. Besar tambahan penghasilan dengan mempertimbangkan kemampuan 

keuangan daerah; 
b. Mekanisme pembayaran; 
c. Pelaksanaan pembayaran; 
d. Kebcnaran usulan pembcrian tambahan penghasilan Pegawai; dan 
e. lndikator perbitungan tambahan pengbasilan Pegawai. 

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh 
tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bagian 
Organisasi, Pembcrdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Setda 
Kabupaten Sarolangun. 

Bagian Kedua 
Evaluasi 

( I) Atasan langsung secara berjenjang melakukan pengawasan terhadap 
penyelesaian SKP oleh bawahan. 

(2) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-rnasing SKPD, 
dan/atau Unit kerja dapat memberikan rckomcndasi penilaian disiplin PNS 
kepada atasan langsungnya apabila diduga melakukan pelanggaran disiplin 
PNS sesuai ketentuan peracuran perundang-undangan, 

(31 lnspektorat Daerah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap proses 
pemberian dan pembayaran TPP secara rutin, bcrkala, dan/ atau kbusus. 

( 1) TPP dibayarkan sctiap bulannya dari masa kinerja dan dikenakan pajak 
pcnghasilan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat penanggu.ngjawab mengajukan surat permintaan pembayaran TPP 
melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai 
dengan prosedur yang ber!aku. 

(3) Format daftar pembayaran TPP sebagaimna dimaksud pada ayat (1) 
tercanr:um dalam lampiran v Peraturan Bupati ini. 

BABVl 
PENGAWASAN DAN E:VAWASI 

Bagian Kesatu 
Pengawasan 

PasaJ 19 

( 1) TPP d.ianggarkan pada APBD. 
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen 

Pelaksanan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). 

BABV 
CARA PEMBAYARAN 

Pasal 18 

BABIV 
AWKASI ANOOARAN 

Pasal 17 

( MINUT l>ERAJIIRAN OIJl't.T! I . 



THABRONI ROZALI, 

SERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggal '.2 j4,w,t~ 2018 
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

CEK ENDRA - "f-lM>.O NASAi H 

!ro6 iii·, 1~rn _ '"'"'~"I SU 
~IP. 

KEBENARANNYA 
Ditctapkao di Sarolangun 
pada tanggal 2. .l'IW•"-1 2018 'Z SAROLANGUN, 

- ::.e: 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupatcn 
Saro Ian gun. 

Pasal 23 

Terhadap PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas 
(Pit), maka yang bersangkutan berbak diberikan TPP yang paling tinggi dari 
jabatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

BABVOI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

(1) Terhadap PNS yang mengalami mutasi ke SKPD/Unit kcrja Jain, maka 
pemberian TPP <liberikan pada SKPD/Unit kerja tempat tugas yang baru. 

(2) Apabila pada SKPD /Unit kerja rem pat tugas yang baru sebaga.imana 
dimaksud pada ayat (I) tidak cukup t.ersedia anggaran, maka pemberian 
TPP dilakukan setelah tersediaoya anggaran. 

(3) TPP terbadap PNS pinclah dari instansi la.in ke pemcrintah Oaerah, 
diberikan TPP terhirung 2 (dua) tabun scjak yang bersangkutan 
melaksanakan rugas. 

Pasal 22 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku : 
a. PNS yang sedang menjalani hukumao disiplin. 
b. PNS yang sedang menjalani pembcrhentian sementara dari jabatan negeri 

dan 
c. PNS yang scdaog menjalani cuti, 
Dibayarkan TPP sesua.i dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati 
lOJ. 

BAB VO 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 21 

(rtir.l\n PEJMlttfl~~ nur~1, 
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I BUPATI SAROLANGUN 

~ 

CEKENDRA 

INDEKTAMBAHAN PENGRASILAN PEGAWAI , ... 
NO JABATAN/001..0NGAN SATUAN JUM I..AH (Rp) 

1 Esclon I - - 
2 Esclon D. A Orane:/Bulan 7,500,000 
3 Eselon D. B 0 "Bulan 5,000.000 
4 Esclon m. A Orane:/Bulan 2,500.000 
5 Eselon m. B Orana/Bulan 2,000,000 
6 Eselon IV. A Orane:/Bulan 1,200,000 
7 Eselon IV. B • /Bulan 1,000,000 

Non Esclon Funesional Umum 
8 Golonaan IV Oran" /Bulan 800,000 
9 Oolonean ill Oranl!/Bulan 700,000 
10 Golonzan D dan I Oran" /Bulan 600,000 

Non Eselon Funesional tertentu 
11 Auditor Madva Oran" I Bulan 1,500,000 
12 Auditor Muda Orana/Bulan 1,200,000 
13 Auditor Pertama Orana/Bulan 1.100,000 
14 Auditor Laniutan Oran" I Bulan 950,000 

Non Eselon Funzsional tertenru P2UPD 
15 Madva o- ... -,su1an 1,200,000 
18 Muda 0 Bulan 1,100,000 
19 Pertama Oran" /Bulan 1,000,000 

Non Eselon unzsional 
20 Golonean IV Oran.,./ Bulan 500.000 
21 Golonl>!an W Orana/Bulan 400,000 
22 Oolonean a dan 1 Orana/Bulan 300,000 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR 6 . TAHUN 2018 
TANGGAI.. '2 y..x,11\1., 2018 
TENTANG KETEN'n.JAN PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASIUN PEGAWAJ NEGERI SIPIL 01 UNGKUNGAN 
PEMERfNTAH KABUPATEN SAROI..ANGUN 

[ MIIVUT PERA1Ullt.N our ~Tl) 



Atasan Langsung 
Nama . 
NIP 

Saro.Ian gun . 
Diketahui OLeh: 
Kepala OPD/Sckretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang 
Nama . 
NIP 

lnstasi/OPD · an I Bidane . . 
Waktu Pulang Bclttrja 

?\Jiang Han Bagjan yang tidak memiliki Jumlab Pttsenta Jum.Jah 
sebelum l<ewoljibM mcngganti waJctu hari se Perscntase 
waktu ketcrlambatan keterla pengelua Pengurangao 
(PSW) mba<an ranTPP 

PSW I Senin-Kamis 15.30 :s..d < 16.00 . 2% . 
PSW2 Jumat 11.15 s.d < 11.45 . 2% . 

2. PTPP berdasarkan wa.ktu pulang kcrja scbelum jam pulang kerja 
Nama. 
NIP 
Pangkat/Gol 
Jabatan 

NIP . 

Atasan Langsung 
Nama, ..••......• 

Diketahui OLeh 
Kcpala OPD/Sekretaris/Kepala Bagian/Kcpala Bidang 
Nama . 
NlP . 

Sarolangun . 

No Kctcrlambatan Walctu Masuk bdo,rja Jumlah l'<:nlcntasc Total 
(Tl) Tcria.mbat Hari pengurangim Pcngurangan 

TPP 
t TI.. 07.31 ,.d < OS.OJ . 1% . 

I. ?TPP berdasarkan terlambat Masuk Kcrja 
Nama 
NIP 
Pangkat/Gol 
Jabatan 
lnstasi/OPD/Bagian/Bidang 

Format PrPP Berdasarkan ?elanggaran Jam Kerja 

1..AMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR 6 TAHUN 2018 
TANGGAL ~ ilAW'IR1 2018 
TE:NTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAJ NEGERJ SIPIL DI UNGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SAROLANGUN. 

(MINUl PERIJURt.N DIJPl.11) 



CEKENDRA 

TELA!! OITELIT KEiE!\ARAli~Y \ 
u.GWiS,§lM:il ~-·/ 'fJ,8N, tfJIWY. DAN~ 
TCl. • ., - "'"i~-4: .. ·.,. -t1E AtHJ>.O NA.SAi Sri 

l!,/)p.l')OCQSO<l~1"3IO ,_.p,_ ,;.;r11•,P'!1t,11t·1 

, 

Atasan Langsung 
Na.ma . 
NIP 

Oiketahui Ol.eh: 
Kepala OPD/Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang 
Nama ......••...... 
NIP 

Sarolangun . 

Instasi/OPD/Ba~-- 'Bidan, . . 
No Uralan Jumlah Harl Pcnentase Total 

dcngan Pcnguranga.n Pcngurangan 
Kctcmn-n li:zin TPP 

I Tidal< Masuk kerjo dengan 0 3% 0 
Keteraaea .. 'izin 

4. PTPP berdasarkan tidak masuk kerja dengan ketera.ngan/izin 
Nama 
NIP 
Pangkat/ Gol 
Jabatan 

NIP 
Atasan Langsung 
Nama . 
NIP 

Nama . 

Sarolangun . 
Diketahui OLeh: 
Kepala OPD/Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang 

Instasi/CPD, ~- -· an/Bidans . . 
No Uraian Jumlah l!ari Peiseutase Total 

Tan pa Pfflgurangan Pengurangiu, 
((., TPP 

1 Tidak Masuk kcrja Tanpa 0 4% 0 
Keteranean 

3. PTPP berdasarkan tidak masuk kerja tanpa ketcrangan 
Nama 
NIP 
Pangkat/Ool 
Jabatan 

(MINUT PERtJllllll.~ BUl'tTI] • 



CEK ENDRA AtJ ft.ME AHMAO HAS At SM 
- 

Ji.EJ&NARA!l!I \' \ B40J..ANGUN 

Nama 
Pangkat 
NIP. 

Nama 
Pangkat 
NIP 

Atasan Langsung 

~la.Ii~ . 
Diketahui: 
Sekretaris/Kabag/Kabid . 

NO KRJTERIA DAN !NDIKATOR PERSEHTASE PENlt.oUAN TPP 
I DISIPUN 60% 

t. Me.njalankan tu.gas sctiap 35% >:20 HK 19-18 HK 17-16 HK :S: 15 HK 
hari kerja 35 30 25 '20 

Haoil Penilaian fl) 

2. Menyelesaikan n,gas ..,..,,.; 25 Tepai Lebih I Lebih 2 Lebih 3 
waktu yang dltentukan wakru barl barl hari 

25 18,75 l2,5 6,25 

Haai.1 ~nilaian {'2) 

SUS TOT AL PEN!IMAN f I +2f 
u PRESTASJ KER.IA PEGAWAJ - I. SaMran klnerja P<gaWlli 25% >80-100 I >70-80 I >65-70 I >65-50 

25 I 18 I 12,5 I 6,25 
Hasil Pcnila.ian f JI 
2. PerilaJru Kerja 15"' >80-100 I >70-.SO I >65-70 I >65·50 

15 I 11 ?5' I 75 I 3 75 
Hasil Penilain 12, 
SUS TOTAL PENILAJAN 11+21 
SUS PENILAIAN n-rn 

NAMA 
NIP 
PANGKAT/GOLONGAN 
JABATAN 
INSTANSI/OPD 

LEMBARAN PENILAlAN SASARAN KERJA BULANAN 

LAMPIRAN UJ PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 
NOMOR TAHUN 2018 
TANGCAL 2018 
TENTANG KETENTUAN PEMBERlAN TAMBAHAN 
PENGHAS!LAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNOAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN. 

c~~UI PERAfllllbN IJUJ>~) 



Yang bertanda tangan dibawah ini, memberikan izin kepada: 
Nama 
NIP · 
Jabatan 
Pamgkat/Goloogao 
Unit kerja 
Untuk melakukan keperluan pribadi, yaitu.............. (sebutkan nama 
keperluan) pada jam kerja, yairu pada pukul sampa.i dengan 
pukul . 

SURAT IZlN KELUAR KANTOR PAOA JAM KERJA 

2. Surat Izin keluar kantor padajam Kerja 

Keteranqan: 
a. Coret yang tidak pcrlu 
b. Pejabat yang berwenang sesui deogan peraturan 

Nama 
NIP . 

Nama 
NIP ..... 

.}locmat Saya 
Menyerujui/tidak mcnyetujui 
Pejabat yang berweoang 

Unit Kerja 
Deogan ini mengajukan pcrmohonan izin untuk tidak masuk bekerja/izin 
pulang sebelum waktunya/pemberitahuan terlambat masuk bekerja 
selama hari/jam/meniL Pada hari....... Tanggal dengan alasan, 
yaitu . 
Demikian disampa.ikan kiranya menjadi maklum. 

. . 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama 
NIP 
Pangkat/Gol 
Jabatan 

PERMOHONAN IZlN 

I. Surat Permohonan lzin Surat 

Format Surat Keterangan dan Permohonan Izin 

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAROU\.NGUN 
NOMOR E, TAHUN 2018 
TANGGAL '2 j""'"- 2018 
'l'ENTANG K.ETENTUAN PEMBER!AN TAMBAHAN 
PENGHASIIAN PEGAWAJ NEGERJ SIP!L DI UNGKUNGAN 
PEMERJNTAH KABUPATEN SAROLANGUN. 

(~lilUT PEIIATUIIA.¥ OUPAllj - 



CEKENDRA 
- 

BUP~lANGUN 
J.IT! KEBENARASl'\".\ 

11"..t.!.Nl Z-J.JIQ.f.t o;.., Ho\:.:. 

Nama 
NIP 

Dcmikian untuk dipcrgunakan sebagaimana mestinya. 

Sarolangun '2. 2018 
(atasan langsung) 

(MINUI PERAi URAN uurt.11 J 
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IT. PERSENTASE PSKB 
l. Persemase Oisiplin • Menjalankan tugas sctiap hari kerja + Menyclesaik.an 

rugas sesuai waktu yang di tentukan. 
2. • 30 % + 25% : 55% 
3. Pc.rscntase Prcstasi Kaja Pegawai = Sasara.n Ki.ncrja Pegawai + Perilaku kerja. 
4. =25%+ 15%=40% 
5. SUB penilaian PSKB pcrbulan = Disiplin + Prcstasi kcrja Pegawai 

• 55% + 40% • 95% 

I. PERSENTASE PTPP: 
l. Persentase PrPP terlambat masuk kerja = TL 3 hari x I % = 3% 
2. Pesentase PTPP P\Jlang kerja sebelum wakru pulang kerja 

= (PSWJ+PSW2) x 2% 
•(1+2) x 2% • 6% 

3. Persentase PTPP tidak masuk tanpa kctcrangan 3 hari 
=3x4%•12% 

4. Persentese PTPP tidak masuk kerja dcngan kotcrangan I bari 
=lx3%=3%. 

Contoh: 
PNS Struktural Esclon IV.a memiliki ru1ai total TPP sebesar Rp: 1.200.000,- dengan 
rincian TPP yang bersangkatan berdasarkan pa scntase PSKB dan PTPP dcngan 
memperbitungkan jumlah hari kerja sebanyak 21 hari pada bulan Januari. 
sementara yang bersangkatan membuat laporan sebanyak 18 hari kerja dengan 
ketidak hadiran terlambat 3 hari, oepat pulang bari selasa I hari, jumat 2 hari, 
sclama 3 hari tanpa kctcrangan, tidak masuk kctja dcngan alar;an I hari izin, 8 hari 
cuti Tahunan maka perhitungan pcrscntase TPP yang diterima stjumlah : 

U. PERSENTASE PSKB : 
1. Persentase PSKB Dis.iplin = Menjalankao rugas setiap hari kerja + 

Meoyclesaikan tugas sesuai waktu yang di tcntukan • SUB ! + SUB 2 • ..... % 
2. Persentase PSKB Prcstasi Kcrja Pegawai = Sasaran Kincrja Pegawai + Perilaku 

kerja• SUB I+ SUB2 = ..... % 
3. J<tmlah pcnilaian persentase PSKB bulanan = Disiplin + Prestasi kerja 

Pegawai= ....... % 

I. PERSENTASE PTPP: 
I. Persentase PTPP tttlambat masuk kerja • TL(/Han1 " I%.• •.... % 
2. Persentase PTPP Pu!ang kerja sebelum jam pulang kc:rja = (PSWJ+PSW2) x 20., 

= ...... % 
3. Persentase PTPP tidak masuk kerja tanpa keterangan • /hari x 4% = ... % 
4. Persentase PTPP tidak masukkcrja dcngan alasan = /hari x 3% = ... % 

TATA CARA PEMOTONGAN DAN TOTAL PENERIMMN TUNJANGAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN BERDASARKAN PERSENTASE SASARAN KERJA PEGAWAI DAN 

PERILAKU KERJA PEGAWAJ DI UNGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SARO!.ANOUN 

TAMBAHAN 
l..lNGKUNGAN 

LAMPIRAN V1 PERATURAN BUPATI SARO!.ANGUN 
NOMOR Tahun 2018 
TANGGAL 2018 
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN 
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
PEMERIN'l'AH KABUPATEN SAROLANGUN. 

(~Mill P0lAlllRt..ri DUl'l.TI) 
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CEKENDRA -.J,f"S,pll: .\HU~O HA.SRI ~ 
tl9}03iOtS' ll P, ,,;1HU 1'U411 ~ N1P: 

BUPATI SAROLANGUN 

~ 

' 

Jumlah kescluruhan TPP yang ditcrima PNS sb:Uktural Eselon IV.a adalah 
=-68% x Rp. 1.200.000, • Rp. 816.000. 
= Rp. 816.000 - PPH 5% =Rp. 816.000 - Rp. 40.800. 
• Rp. 775.800,- 

Total perhitungan persentase 1'PP berdasarkan %Pl'PP dan %PSKB 
= %PSBK-Nilai PSW-Nilai TL,. Persentase TK- Pesentase lzin - Persentase Cuti 
• 95%- 6 %-6% - 12%-3%-0%= 68% 

(MWur PEIIAfURA,1/ euru1) 


